PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 05 TAHUN 2012

TENTAMNG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINAS! PENATAAN RUANG
DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang . a bshwa berdasarkan Peraturan Mentert Dalam
Negerl Nomor 50 tahun 2008 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka
datam rangka menserasikan dan
mensinergkan Penataan Ruang Daerah di
pandang periu membentuk Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2012,

b, bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud datem huruf 8, perlu

menetapkan  Peraturan Gubernur  Maluku
tentang  Pembentukan Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah Provinsi  Maluku
Tahun 201Z;




Mengingat
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Ntang
oy
Daergy
. Lembaran Negse. A
Republik indonesia Tahun 1958 Ne gara""
Tambahan et

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 ¢
Penetapan Undang-Undang Darurat Mo X
Tahun 1957 tentang Pembentukan b
Swatantra Tingkat | Maluky {

Lembaran  Ne I
gara e o
Indonesia Nomor 1B17); e ;
Pndang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tenty
embentukan Provinsi Maiukuy e

Kabupaten Buru dan o

Kabupa
I'I'enggar-a Barat (Lembaran Nez;f; R:iiti
Lndones;a Fahun 1999 Nomor 174, Tambaha'n. |
3:mbi=.1ran Negara Republik Indonesia Nom

o or g
Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2003 tenta ;
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barntg
Kabupaten  Seram Bagian  Timur da‘
Kabupaten Kepulavan Any o Provinsi Maiu:ﬂ
{(Lembaran Megera Republik Indonesra T:ahui:l

20
03 Nomor 155, Tambahan l.embaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4350);

Undang- ,

: ang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
emerintahan  Daersh {Lembaran ‘Negara

Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Tambahan  Lemparan Negara  Republik

ind i
. :nesra Nomor  4437) sebagaimana telah
ubah beberapa kali terakhir dengan Undang

89

Undang WNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

{L.ernbaran Negara Republik indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomcr 68, Tambahan
{ embaran Negara Republik indonesia Nomor
4725);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Penataan Wilayah Pesisir, Laut dan Puiau-
Pulau  Kech (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4738},

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang

pempentukan  Koia Tual di Provinsi Maluku

_ {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5007 Nomer 97, Tambahan Lembaran Megara
Republik indonesta Nomor 4747},

8 Undang-tUndang Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di
Provinst Maluku (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2008 Noma? 104, Tambahan

e T
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4877y,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 5

Pembentukan Kabupaten Buru Selatan o
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Megara Republk indonesia Nomor
A878);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234},

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 -

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara  Pemerintah, Pemerintalh  Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kahupaten/Kola (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambshan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4737y,

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
{(Lembaran Negara Republik indopesia Tahun
2008 Momor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833),

13.

14.

15.

16.

Menetapkan

PEMBENTUKAN
PENATAAN
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 MNomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5103);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &0
Tzhun 2009 tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Tahun 2007-
2027,

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12
Tahur 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah Tahun 2012;

MENUTUSKAN :

BADAN
RUANG  DAERAH

KOORDINASI
PROVINSI

MALUKU TAHUN 2012.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

" Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

a Daerah adalah Daerah Provinsi Maluky;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat

Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
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: AB 1
GAS, FUNGSL DAN ORGANISAS

: : : . U
c. Gubermr adalah Gubemnur Malukuy; KEDUDUKAN T Bagian Pertamma
d Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap Kedudukan
pandangan dan gerak fangkah melalui kegiatan yang meliputi épasa}z'

penenfuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran
fangging jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam
penyelenggaraan’ suaty fugas unfuk menghindari adanya
kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih;

h yang gelanjutnya disirg kat

s ot % " ’Ruanga . .

Koordinasi Penatad : ' .
o Baden bersifat ad-hoc yang dibentuk deng |
D e , gsi penataan fuang di

| ucfuk membantu  pelaksanaan tugas koord
€. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara
komponen-komponen yang memifiki gerakan secara selaras dan
simultan (fidak bertentangan atau meniMmbulkan konflik) serta

memiliki tujuan yang sama.

- daetd

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
f.  Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan ruang lautan dan

ruang udara sebagai tempat manusia dan makhiuk lainnya hidup
dan melakukan kegiatan guna memedihara kelangsungan hidupnya;

g Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang,
baik direncanakan maupun tidak;

Pasal 3 )
fmana dimaksud
da Koordinast Penataan Ruang Daerah sebagal
Badan 0 -
Pééa! 2 Peraiuran int meniiki gas pokO

A. Perencanaan Tata Ruang

ncana

. nan e
h Penataan Ruang adalah proses perencanaan tala ruang, rumuskan penyusunas

pemManfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
i Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan

a Mengkoordinas‘;kan dan me
{atg Tuang Provinst, . -

Memaduseraskart rencana pembangunan jangka pang
b MematGu gkar

. L ; inst serta
strukfur ruang dan pola rieng yang mefiputi penyusunan dan gon menengah dengan rencend e A vab unan
an ang
penelapan rencang tata ruang; empemmbangkan .pengamsutamaaﬂ pem Hidug
. m ) NPT o ngan.
i Pemanfaatan Ruang adalah -upaya untuk mewujudkan strukiur berkelanjutan metatul instrumen Kajan Lingkung
ruang dan pole ruang sesusi dengan rencana tata ruang melalui Stfategis (KLHS); ) dan

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya,
k Pengendafian Pemanfaatan Ruang adalah upaya ndewujudkan tertib
tata ruahg;

memadusemsikan,

c. Mengintegrasikan, Ja Ruang provinsi dengan

jsast ama 1

hannomsasakan Renc | e

m:mﬁg Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang
Rencana




| Puie?uli(_epufauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Str.
Nasional, Rencana Tty Ruang erayah Provine S
berbatasan, ~dan  Rencana Tata Rug
Kapaten/Kota dalam Provingi ya .

iya

. ng bersangkutan',
Mgpgkoorda.nasn'kan pelaksanaan konsultasi

Mengkoordinasikan pelaksanaan  evalyasi
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Rug
kepada Menteri Dalam Negeri:
Mengkoordi fisaikan proses penetapan
Provinsi;

fencana tata ru‘

rMensinergikan pehyusunan rencana tata
abupabv/K ota dengan Provinsi dan antar Kabupatery
yang berbatasan; S

Mel I
akukan fasilitagi dan Supervisi penyusunan rencana

;L:;gpab :::gt ] dmen_iad_i | t?nggungjawab Pemerints
| alam Provinsi yang barsangiutan:
Melakuken £ ijitasi Pelaksanazan  konsuitasi 5
. teknis feéncana tata rvang Kabupaten/Kota;
Memberikan masukan kepada Gibe 'nur untuk, dij agk g
bahan rekomendasi atas ‘Rancangan Peraturan Daera;‘

tenta V
n ng~ Rencana Taty Ruang Kabupaten/Kota dalam rangk:
persetujuan. substansi teknis: |
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Memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses
penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraiuran
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
Melakukan fasiitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis
rencana tata ruang Kabupaten/Kota ke BKPRN.

Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencapa fata
ruang Kabupaten/Kota;

Melakukan fasilitasi proses penetapan rencana tata ruang

Kabupaten/Kota dan; ,
Mengo;:timaikan peran masyarakat dalam perencanaan tata

ruang.

' B. Pemanfaatan Ruang

Mengkoordinasikan ~ penanganan  dan  penyelesaian

permasalahan dalam pemanfaatan ruéng baik di Provinsi

maupun d ,Kabupatenﬂ(gb’ga, dan memberikan pengarahan

serta saran pemeCaha{mya;. _ . _

Memberikan rekofnet_}dasi guna ,meméqéh_kén permasalahan
. pemanfaatan ruang Provinsi._ 'dari_ permasalahan

pemanfaaatan ruang yéng tidak dapét diselesaikan

Kabupaten/Kote: -

Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang

terkait rencana tata ruang Provinsi

Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada

jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;

Melakukan fasiiitasi pelaksanaarn kerjasafna penataan ruang

antar Provinsi; dan




(1)

f

Pengendalian Pemaniaatan Ruang

a.

Susunan Organisasi Tim terdiri dari;

&

Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaata
Tuang.

Mengkoordirasikan penetapan arahan peraturan zong
sistem Provinst;
Memberikan rekomendasi perizinan pemanfzatan ruan
Provinsi dan Kabupaten/Kota, '
Melakukan fasiitasi dalam pelaksanaan penetapan insenti;
dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruel;{i
dan/atau fintas Provinsi serta linfé
Kabupaten/Kota;

Melakukan fasifitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, d;

Provinsi

pelaporan penhyelenggaraan penataan ruang;
Melakukan
pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaa‘._
ruang dengan rencara tata ruang, .

fasilitasi pelaksanaan pengenda

Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendéha

pemaniaatan ruang; dan =
Melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanzan penat
ruang Kabupaten/Kola.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasai4

Penanggung Jawab;

Ketua;

Sekretaris;

Sekretariat;

Kelompok Keria Perencanaan Tata Ruang ;

- 0 p D O

Kelompok Kerja  Pemanfaatan dan  Pengendalian

Pemanfaatan Ruang.

(2)  Susunan Crganisasi Tim, Kelompok Kerja dan Sekretariat Tetap

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ il dan il Peraturan
ini,
BAB Il
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Penanggung Jawab

Pasal 5

Penanggung [awab mempunyal {ugas bertanggung jawab atas
koordinasi penataan ruang Provinsi Maluk u,

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 6

Ketua mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan seluruh
kegiatan Tim, memberikan arahan dalam kebijaksanaan Tim dalam
melaporkan hash pelaksanaan kegiatan tugas dan fungst kepada
Gubernur.
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Bagian Ketiga
Sekretaris
Pasal 7

S .
k ekretaris mempunyai ttigas mMembanty
esekretariatan, meliputi. administrasi
keuangan dan pelaporan. |

Bagian Keem
pat
Sekretariat

Pasaj g
Sekreatariat BKPRD mempunyai fugas-

4. Menviapkan bahan dajam ran

) }
o Gka  kelancaran tugas BKPRD

dalam BKPRD Proying;
€ Mengolah deta dan informas
Wgaigas BKPRD Provinsi

£ Menyrapk
y-ap an dan mengembangkar; informasi tata ruang Provinsi
g Mgnylapkan faporan peldsg o

.

Mene be katan
terjadinya belanggaran dalam penyelenggaras .

N penataan Fuang.

Tim  dalem bidang
surat menyurat, pengelolg

Bagian Kelima
Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

‘Pasal 9

| Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugés':

Memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka
pelaksanaan kebijakan penataan ruang Provinsi;

Melakukan fasiitasi penyusunan rencana tala ruang dengan
mempertimbangkan instrumen _'Kajia_n Lingkungan Hidup Stratégis
{KLHS); . '
Melakukan fasiftasi penyusunan program dan pembiayaan dalam
rangka penerapan rencana tata ruang,

Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang
terfuang dalam rencana tata ruang dengan encana pémbangunan
jangka panjang dan menengah; o ,

Menyiapkan bahan dalam - rangka - memperoleh persetujuan
substansi teknis rencana tata ruang Provinsi, dan.
Menginventarisasi dan  mengkaji permasalghan  dalam
perencanaan serta membéﬁkan- giternatif pemecahannya untuk

dibahas dalam sidang plenc BKPRD Provinsi;

‘ Bagian Keenam .
Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan
- - : " Ruang - :
Pasal 10 o
Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

mempunyai tugas :



a.  Memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kotg

dalam rangka perumusan  kehijakan  pemanfaatan  dap
pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota;
b. Melakukan fasilitast pelaksanaan pemantauan  terhadap
penegakkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan
Peraturan Daerzh tentang Rencana Tata Ruang;
d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang,
& Melakukimsilitasi pela ksar @amerizinan pe manfaad an ruang

f Melakukdasilitas | pel aksa naanpenertibant pemnan faatan rng;
dan

g. Menginventarisasi dan  mengkaji  permasalshan  dalam

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaastan ruang seria

memberikan aiternatif pémecahannya untuk dibahas dalam sidang -

pleno BKPRD Kabupaten/Kota;

BAB v
TATA KERJA

Pasaitt

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi, Sekretariat,
Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja
Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertanggung
jawab kepada Gubernur Maluku.

(1)

101

Pasal 12

. it 1
BKPRD Provinsi menyelenggarakan pertemuan pating sedikit

i ! asi
(satu) kall dalam 3 {tiga) bulan untuk menghasilkan rekomend
afternatif kebijakan penataan Tuang,

2 BKPRD Provinsi dalam melaksanakan | o
dimaksud pada huruf a di atas, menyampaikan apo

insi ' ra
pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dan rekomendasi secd

tugas sebagaimana

herkala kepada Gubernur; dan

nsk 1 binagn da
D Provinsi meldkan pem
@ = en/Kota.

n memfasiitasi

penyelenggaraan penataan wang Kabupat

BAB V
PEMBIAYAAN

pasal 13

Maluku Tahun Anggaran 2012,

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
pasal 14

up distur dalam Peraturan ini

. ng belumn cuk ;
(1) Hakhal lain yang ken diatur lsbin lanjut

sepaniang mengenai pelaksanaannya a
dengan Keputusan Gubernur.

riakunya Peraturan in, ma

{2y Dengan be | |

perlaku sebelumnya dinyatakan tidak beriaku lagi.

ka segala ketenfuan yang




Pasaiis

Peraturan ini mylai berlaku pada tanggai ditetapkan,
Agar  setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengurs

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah p}c,
Maluky, :

Ditetapkan g Arnbon
Pada tanggal 27 Pebryugri 2012

GUBERNUR MALUKY,
TTD
KAREL ALBERT RALAHALY

Diundangkan di Ambon
Pada tanggal 27 Pebruar; 2012

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,
T
Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKY TAHUN 2012 NOMOR 05 -




